BUPATI DN GGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATAKERJALEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATIDONGGALA,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah
Kabupaten Donggala, perlu ditinjau kembali karena
tidak sesuai lagi dengan kebututuhan, karakteristik,
potensi dan kemampuan daerah, sehingga perlu
diadakan penyesuaian status dari Kantor menjadi
badan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah
Kabupaten Donggala;
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Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2010 Nomor 9);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan
BUPATIDONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9

TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9
Tahun 2010 tentang Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9) diubah
sebagai berikut

1.

Ketentuan angka 5 dan angka 13 Pasal 1 diubah, angka 6, angka
7, angka 8 dan angka 14 dihapus, dan diantara angka 13 dan angka
14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.
5.

Daerah adalah Kabupaten Donggala;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas
pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH), Sekretariat Dewan Pengurus
Kabupaten KORPRI, Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
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1.

12

13.

13a.

14.
15.

16.

Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari Perangkat
Daerah;

Dihapus;

Dihapus;

Dihapus;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat
Pelaksana BPBD adalah Pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang
menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD;

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Keh utanan,
selanjutnya disingkat BAPELUH adalah Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Donggala;

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, selanjutnya disingkat
Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Donggala;

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, selanjutnya
disingkat BP2TPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Donggala;

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala;

Dihapus;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural

Ketentuan huruf a Pasal 2 dihapus, huruf e diubah dan ditambahkan
1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut :

a.
b.

dihapus;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;
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(1)
(2)
3)
)

10.

(1)
@
3)

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Donggala;

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Donggala;

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Donggala; dan

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Donggala.

BAB lll dihapus

BAB lll Bagian Pertama dihapus
Pasal 3 dihapus

Pasal 4 dihapus

Pasal 5 dihapus

BAB lil Bagian Kedua dihapus

Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.

Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
Dihapus.

Dihapus.
Dihapus.
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Ketentuan BAB VIl diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

12.

M
@)

13.

(1

(2)

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan
unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Donggala mempunyai tugas koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan

administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan

prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan

kepastian serta melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penanaman

modal dan kerjasama pembangunan;

Untul melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Mempunyai Fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah dalam bidang penanaman
modal dan kerjasama pembangunan;,

b. Pengkoordinasian dan Pengsinkronisasian bidang penanaman modal
dan kerjasama pembangunan;

c. Pelaksanaan penanaman modal dan kerjasama pembangunan;

d. Pelaksanaan hubungan kerja dalam lingkup penanaman modal dan
kerjasama pembangunan;

e. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal;
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Penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan;
Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non
perizinan;

Pelaksanan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

dan non perizinan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman

modal Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal Daerah

dan rencana strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan

Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;

Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan

pengawasan dalam skala Daerah terhadap penyelenggaraan

kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman madal,
berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;

Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan

kebijakan Daerah di bidang penanaman modal meliputi :

1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan tertutup;

2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;

3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah;

4. Penyusunan peta investasi Daerah dan identifikasi potensi
sumber daya Daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan
dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil,
menengah, koperasi, dan besar;

5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar
faslitas fiskal dannon fiskal Nasional yang menjadi kewenangan -
Daerah;

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal dan terdiri dari :
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M
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a) KepalaBadan;
b) Sekretaris, terdiri dari :
1)  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,;
2) Sub Bagian Keuangan danAset; dan
3) Sub Bagian Perencanaan Program.
c) Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengkajian hukum, terdiri
dari:
1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian
2) Sub Bidang Pengkajian Hukum Perizinan/Non Perizinan
d) Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
1)  Sub Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
2)  Sub Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
e) Bidang Pelaporan dan Pengaduan, terdiri dari
1)  Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Sistem Informasi
2) Sub Bldang Pelayanan Pengaduan dan Advokasi
fy  Bidang Penanaman Modal dan Promosi, terdiri dari
1)  Sub Bidang Perencanaaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
g) Tim Teknis; dan
h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 dihapus, sehingga
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon Il.b;

Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badana Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon li1.b;
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah merupakan jabatan
struktural eselon IV.a.
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16. Diantara BAB VIl dan BAB Vil disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB

@)

(1)
@)

VIIA, 3 (tiga) bagian, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian
Ketiga, serta 5 (lima) pasal yakni Pasal 23A, 23B, 23C, 23D dan Pasal
23E sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23A

Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan.

Pasal 23B

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah,

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol

PP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati,

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;

f.  pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Satpol
PP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23C

Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf f terdiri atas :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawanhi:
1. SubBagian Kepegawaian dan Umum;
2.  Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan Program;
c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
1.  Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan
Pengembangan Kapasitas, membawahi :
1.  Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2. Seksi Pengembangan SDM Kerjasama;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
1.  Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
2. SeksiBina Potensi Masyarakat; dan
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 23D

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf b
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf ¢, huruf
d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
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@)
@)

17.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf b
angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf ¢,
huruf d, huruf e dan huruf f angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 23E
Kepala Satuan merupakan jabatan stuktural eselon Il.b.
Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon liL.b.
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon
V.a.

Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 32A sehingga berbunyi sebagal berikut:

Pasal 32A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta

pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pelaksana Harian Badan
Narkotika Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Daerah dan Satpol
PP Daerah Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan :

a.

Peraturaan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga
Teknis daerah Kabupaten Donggala;

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari
Perangkat Daerah Kabupaten Donggala; tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah

ni.
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18. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V.

Pasal li
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI DONGGALA,

ttd,

Diundangkan di Donggala, HABIR PONULELE
pada tanggal, 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd,

AIDIL NUR, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

IFIN PARAS, SH
NIP. 19690807 199903 1 005
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LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH XKABUPATEN DONGGALA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TR LaneamEn
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN TENTANG  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
MODAL POMIENTURAN CRGANEAS A TATA FERUA LEMASARA LA BAGHAN DAR) FERANGKAT BACRAN

KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BADAN

]
I SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ 1 )
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN Keﬁg:cfm;ﬁger PERENCANAAN
DAN UMUM PROGRAM
| | |
BIDANG BIDANG
BIDANG PEMBINAAN,
PELAYANAN PERIJINAN PENGENDALIAN PE;'EA:ngNAN PENAN?#.&%?EQIAL DAN
DAN PENGKAJIAN HUKUM

SUB BIDANG SUB BIDANG
PELAYANAN PERIINAN SUB BIDANG PELAPORAN DAN SUB BIDANG
PEMBINAAN DAN PENANAMAN MODAL DAN
DASAR OENCENDALIAN PENGEMBANGAN SISTEM gt
INFORMAST
SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDA
DEHMIT PRI PENGKAJIAN HUKUM PELAYANAN PENGADUAN Ry g RO
PERTJINAN/NON PERIJINAN DAN ADVOKASI
e, BUPATI DONGGALA,
o "‘.l\
{ TIMTEKNIS ttd
-

e

e HABIRPONULELE
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BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!

SATUAN POLISIPAMONG PRAJA

KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 1 STAHUN 2083

TANGGAL  : 17Juli2013

TENTANG . PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR § TAHUN 201
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

[ kepaLasaTuAN |

-

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

lr SEKRETARIS I

[ |

SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERENCANAAN
DAN UMUM DAN ASET PROGRAM

-

BIDANG
PENEGAKAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH

SEKSI
PEMBINAAN
PENGAWASAN DAN
PENUYLUHAN

PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN

BIDANG
KETERTIBAN UMUM &
KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN
KAPASITAS

1

SEKSI

- OPERASIDAN
PENGENDALIAN

SEKSI

L — PENGEMBANGAN SDM
KERJASAMA

BIDANG
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SEKSI
BINA SAT-PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SEKSI
BINA POTENSI
MASYARAKAT

BUPATIDONGGALA,

ttd

HABIRPONULELE

ot |

T

r UP SATPOL PP "-l




